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ATAS  
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UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

 

 

I. UMUM 

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-l9). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia 

(World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa 

dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan 

sebagai bencana nasional. 

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-

langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya 

dilakukan penundaan tahapanpelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 

tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara 

demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam 

negeri. 
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Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan 

mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya memuat tentang 

persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

apabila: 

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 

kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 

3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 

Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu 

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 

kepastian untuk diselesaikan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I  

Angka 1  

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 122A 

Ayat (1)  

Cukupjelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “Pemilihan serentak lanjutan” 

termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan 

tanggal pemungutan suara serentak yang berubah 

akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan 

serentak. 
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Ayat (3)  

Cukupjelas. 

 

Angka 3 

Pasal 201A 

Ayat (1)  

Pemungutansuara serentak pada bulan September 

2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena 

ada bencana nasional pandemi Corona Virus 

Disease2019 (COVID-19). 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 

2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak 

dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir. 

 

Pasal II  

Cukup jelas. 
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